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Abstract
Economy is the basic foundation in creating community welfare. Banking efforts and creativity are carried out in order to contribute to the improvement of the community's economy. One of them is islamic banking. These two decades of banking that are in indonesia offer a different concept than conventional banking that was first there. The most popular concept is the mudhorobah contract. One of the agreements deemed very beneficial especially among these farmers, has contributed to helping the economy, especially for farmers.
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A. Pendahuluan
Sampai sekarang bangsa Indonesia belum berhasil mengatasi problem ketenagakerjaan yang jauh dari tataran ideal. Permintaan dan penawaran tenaga kerja seharusnya berimbang, berada dalam titik potong kurva supply dan kurva demand sehingga terjadi Equilibrium. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya jurang pemisah yang cukup segnifikan antara si kaya dan si miskin. Faktanya, volume lapangan kerja lebih rendah dari pada jumlah tenaga kerja, bahkan cenderung terus meningkat setiap tahun. 
Untuk keluar dari problem tersebut pemerintah di harapkan menyediakan lapangan kerja yang memadahi atau melakukan pembinaan-pembinaan bertahap agar tumbuh ekonomi kreatif masyarakat. Peran pemerintah sangatlah penting, guna peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada masa Kholifah Umar Bin Khattab, Sayyidina Umar membentuk semacam perdana mentri khusus ketenagakerjaan, hal tersebut dilakukan agar masyarakat Islam pada waktu itu tetap bisa melangsungkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga meski juga harus tetap berjuang membela agama Islam.
Indonesia, pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan solusi ketenagakerjaan dan tumbuhnya ekonomi kreatif masyarakat. Solusi dengan mendatangkan investor-investor besar guna terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat telah di buka secara besar-besaran hingga awal tahun 2014. Proses izin usaha telah di lakukan semudah mungkin, sebagai langkah awal membuat ketertarikan investor berinfestasi di Indonesia.
Selain dari itu pemerintah juga terus berusaha meningkatkan tumbahnya ekonomi kreatif masyarakat, dimana permodalannya disediakan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga keuangan perbankan ataupun non perbankan.  Penyediaan permodalan yang di lakukan pemerintah melalui perbankan semisal: BRI, BNI dan Mandiri. Sedang lembaga non perbankan semisal, KUR (Kredit Usaha Rakyat), Koperasi, PNPM Mandiri dan lain-lain.
Salah satu fokus pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi pedesaan. Lingkaran ekonomi pedesaan adalah termasuk sektor yang cukup fital, karena masyarakat pedesaan adalah penyumbang cukup besar ketenagakerjaan yang masih polemik. Hal tersebut di karenakan ukuran pendidikan masyarakat pedesaan rata-rata masih berada pada wajib sekolah Sembilan tahun atau kurang dari itu. Padahal, ukuran kualitas sumber daya manusia (SDM) salah satunya adalah tingkat pendidikan masyarakat. Untuk itu, perlu ada peningkatan SDM melalui program pendidikan yang dilaksanankan secara terarah dan sistematis serta merata, khusus masyarakat pedesaan.
Sektor yang cukup produktif guna peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan adalah pertanian. Adanya pemberdayaan terhadap masyarakat melalui peningkatan perekonomian melalui pertanian akan berdampak terhadap peningkatan di berbagai bidang. Di antaranya:
1. Mengurangi angka pengangguran yang cukup tinggi khususnya masyarakat pedesaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyrakat.
3. Meningkatkan pendapat perkapita Negara. 
4. Mengurangi kuota impor beras yang cukup besar.
5. Meningkatkan ketahanan pangan Negara dan tercukupnya swasembada beras.
Usaha yang dilakukan pemerintah selain dari pembiyaan yang di sediakan oleh perbankan maupun non perbankan pemerintah juga menbentuik kelompok-kelompok petani guna di berikan permodalan, penyuluahan dan distribusi hasil panen. Kelompok petani binaan pemerintah ini di sebut GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani).
	Gapoktan ini memiliki kesamaan dengan koperasi yakni memiliki keanggotaan. Akan tetapi yang membedakannya adalah keanggotaannya khusus bagi petani dan jumlah pembiyaan yang di lakukan hanyalah sebatas menyalurkan permodalan kepada petani. Sistem pengelolaan gapoktan ini di kelolah oleh pemerintah desa. Dengan sistem pengelolaan yang berbeda-beda setiap desanya. Ada yang menunjuk kepengurusan baru dan juga ada yang menjadikan Gapoktan berada di naungan KUD (Koperasi Unit Desa) tapi beda manajemen.
	Sejauh ini Gapoktan telah mencapai hasil yang cukup maksimal di dalam perannya memberdayakan petani. Gapoktanpun telah memberikan efek positif terhadap tumbuhnya ekonomi pedesaan meski belum terlalu lama di betuk.

B. Metode Penelitian
Tujuan dari melakukan penelitian sebagaimana di jelaskan oleh Suekamto (1986) adalah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedang menguji kebenaran di lakukan apabila yang sudah ada masih atau menjadi keragu-raguan.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Dimana, peneliti terjun langsung terhadap lembaga GAPOKTAN (gabungan kelompok tani) sebagai institusi penyalur dana. 
Pada hakikatnya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertitik tolak dari realitas dengan asusmsi pokok bahwa tingkah laku manusia mempunyai makna bagi pelakunya dalam konteks tertentu. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar. Penelitian ini disebut juga pendekatan naturalistik karena situasi lapangan bersifat “natural”. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dimana ditelaah fenomena-fenomena sosial dan budaya dalam suasana yang berlangsung secara wajar (Faisal, 1990:43)

C. Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi Bagi Hasil Oleh Gabungan Kelompok Tani Desa Segobang
a) Revenue sharing serta profit and loss sharing
Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. Revenue berart penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata sharing merupakan bentuk kata kerja dari kata share yang berarti bagi. Jadi secara bahasa Revenue sharing adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi revenue adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi revenue dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. Revenue meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (profit). 
Dalam perbankan pengertian revenue adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, revenue adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Pengelola memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah Revenue sharing yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep Revenue Sharing.
Untuk memberikan alasan penerapan Revenue sharing yaitu di ambil dari fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syari’ah nasional adalah salah satu lembaga yang di bentuk oleh MUI untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam memajukan dan mendorong ekonomi umat di samping itu lembaga ini antara lain untuk menggali, menkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (syari’ah) untuk di jadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari’ah serta mengawasi pelaksanaan implementasinya.  Lembaga ini beranggotakan para ahli hukum islam (fuqaha) serta ahli dan praktisi ekonomi terutama sektor keuangan baik bank maupun non bank.
 Adapun fatwa dewan syari’ah nasional yang menetapkan tentang Revenue sharing adalah fatwa no 15 /DSN-MUI/2000 tanggal 7 jumadil ahir 1421 H atau 16 september 2000M. Tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam lembaga ke uangan syari’ah, fatwa tersebut mengatakan antara lain:
a. Pembagian hasil usaha antara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usah dalam bentuk usaha kerja sama boleh di dasarkan pada prisip profit sharing (bagi keuntungan yakni bagi hasil yang di hitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana,dan boleh pula berdasarkan prinsip Revenue sharing (bagi pendapatan) yakni bagi hasil yang di hitung dari total pendapatan pengelolan dana,masing-masing memiliki kekurang ke lebihan.
b. Kedua prinsip pada dasarnya dapat digunakan keperluan distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari’ah (LKS)
c. Supaya para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh di gunakan dalam LKS ,sesuai dengan prinsip agama islam, DSN memandang perlu mendapatkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS/di jadikan pedoman.
Selain istilah revenue sharing ada juga istilah profit and loss sharing. Dalam kamus ekonomi profit dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Dalam perbankan syariah istilah profit sharing sering menggunakan istilah profit and loss sharing, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.
Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan asaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi .
Jadi, dalam sistem profit and loss sharing jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.
Keunggulan dan kelemahan dalam profit sharing adalah
1) Keungulan profit sharing
a. Sistem profit sharing merupakan karakteristik umum bahwa dalam landasan dasar bagi operasional bank syari’ah didalamnya tersimpan unsur keadilan karena pada praktek operasionalnya memberikan tanggung jawab yang sama antara shahibul maal dan mudharib dan begitu pula sebaliknya apabila ada kerugian.
b. Nasabah akan tertekan dan terbebani ketika nabah tidak mandapat keuntungan (rugi).
c. Menempatkan nasabah sebagai mitra bisnisnya dalam pengembangan usaha.
d. Nasabah akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya apabila usaha yang dijalankan meningkat.
e. Shahibul maal dan mudharib mendapat porsi keuntungan yang sebenarnya di dapat.

2) Kelemahan profit sharing
a. Dengan menggunakan sistem ini, maka hasil dihitung dari Netto setelah dikurangi biaya operasionalnya, maka kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang diterima oleh para shahibul maal akan semakin kecil dan tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi, kondisi ini mempengaruhi keingian masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syari’ah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.
b. Nasabah akan menanggung konsekuensi yang berakibat tidak memperoleh atau menerima bagi hasil apabila bank rugi dan menanggung kerugian dan berdampak berkurangnya nilai uang yang investasikan atau bahkan uangnya diinvestasikan tersebut tidak akan kembali sama sekali.
c. Bank syari’ah harus mensubsidi bagi hasil yang diterima kepada nasabah pemilik dana, bila bagi hasil nasabah pemilik dana lebih kecil dari suku bunga pasar untuk menghindari nasabah pemilik dana memindahkan dananya kepada bank konvensional.
d. Sulitnya pengakuan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern bank memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis tentunya kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah.
e. Membuka peluang bagi mudharib untuk memanipulasi data pendaftaran secara sepihak karena perolehan pendapatan uang diterima sangat kecil.
b) Prinsip pembagian hasil revanue sharing serta profit and loss saring
   Untuk perbedaan mekanisme kerja pembagian hasil usaha revenue sharing dan profit and loss sharing, di bawah ini akan dijelaskan perbedaannya:
1) Mekanisme bagi hasil Revenue Sharing
       Mekanisme distribusi hasil usaha dengan prinsip Revenue Sharing dalam pengelolaan Gapoktan:
a. Pendapatan Operasi Utama
Pendapatan utama Pengelolan adalah pendapatan dari penyaluran dana nasabah yang diinvestasikan kedalam usaha-usaha yang sesuai dengar syariah. Dalam Pengelola Penyaluran dana nasabah dapat dilakukan dengan beberapa prinsip berikut ini:
a) Prinsip jual-beli yaitu dengan akad Murabahah, istishna, istishna paralel, salam, dan salam paralel.
b) Prinsip bagi hasil yaitu dengan akad pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah.
c) Prinsip Ujrah yaitu dengan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik
Dari pendapatan hasil penyaluran dana ini lah yang akan dibagikan kenasabah yang menyimpan dana dibank (shahibul maal). Dalam prinsip Revenue Sharing besarnya pendapatan yang akan dibagikan adalah pendapatan (revenue) dari penyaluran dana tanpa pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank. Sedangkan besarnya porsi bagi hasil kepada shaibul maal adalah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad.
b. Hak Pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat
Adalah porsi bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) penentuan besarnya bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan profit distribution
c. Pendapatan operasi lainnya
Selain sumber pendapatan dari kegiatan penyaluran dana nasabah, pendapatan Pengelola juga dapat diperoleh dari fee jasa-jasa yang telah diberikan bank syariah. Pengelolaan mengenakan biaya administrasi terhadap pengelola dana yang besarnya telah disepakati. Dana yang diperoleh dari biaya-biaya ini sebagai pendapatan Pengelola yang tidak akan didistribusikan sebagai bagi hasil. Pendapatan dari sumber operasi lain ini dapat berupa imbalan atas pemberian jasa keuangan dan jasa lainnya. Seperti imbalan atas jasa inkaso, jasa transfer, jasa LC dan jasa lainnya.
d. Beban 
Dalam prinsip Revenue Sharing Pengelola bagi Mudharib yaitu sebagai pengelola dana, sehingga beban-beban yang dikeluarkan akan ditanggung oleh Pengelola sendiri, baik beban untuk untuk kepentingan Pengelola atau untuk pengelolaan dana nasabah. Dalam prinsip ini semua beban ditanggung oleh Pengelola tanpa mengurangi pendapatan yang akan didistribusikan kepada shahibul maal.
2) Mekanisme bagi hasil Profit and Loss Sharing
        Dalam prinsip bagi hasil ini manajemen Pengelola dituntut untuk membuat dua laporan laba rugi secara terpisah. Berikut ini akan diterangkan mekanisme prinsip Profit and Loss Sharing dalam pengelolaan Gapoktan sesuai dengan gambar diatas.
a. Laporan hasil usaha mudharabah (pengelola sebagai mudharib)
Disini bank sebagai mudharib yang dipercayakan oleh shahibul maal untuk mengelola dana yang disimpan. Dalam laporannya akan dihitung pendapatan dikurang dengan seluruh biaya-biaya pengelolaan dana, keuntungan dari inilah yang akan distribusiakan sebagai bagi hasil. Berikut adalah mekanismenya:
1) Pendapatan operasi
Untuk pendapatan operasi utama tidak ada perbedaan dengan prinsip Revenue Sharing, yaitu dari hasil penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil, prinsip jual-beli, dan prinsip ujrah.
2) Beban Mudharabah
Inilah yang membedakan prinsip Profit and Loss Sharing dengan Revenue Sharing, beban-beban yang keluar selama pengelolaan dan harus di rinci sedemikian rupa. Pengelola harus memisahkan antara beban-beban yang dibebankan kepada Pengelola dan beban-beban yang akan menjadi beban pengelolaan dana Mudharabah. Shahibul maal harus mengetahui dengan jelas beban-beban yang akan dipergunakan sebagai pengurang pendapatan dari hasil penyaluran dana. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah dikurangi dengan beban-beban.
b. Laba/Rugi Mudharabah
 Laba atau rugi akan diketahui setelah pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan seluruh beban-beban. Jika terjadi laba, maka laba inilah yang akan dibagikan dengan pemilik modal (shahibul maal).
1. Profil Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) “Rukun Tani” di Desa Segobang
Gapoktan adalah badan usaha penghimpunan dan penyaluran modal   usaha terhadap kelompok tani yang di bentuk dalam rangka untuk pemberdayaan, penyuluhan dan pengembangan usaha pertanian. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang didirikan  pada tanggal 02 April 2011 dan dikukuhkan pada tanggal 28 Desember 2011. Gapoktan yang bertempatkan di Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi bernama Gapoktan Rikun Tani. Badan usaha penghimpun dan penyalur dana dalam bentuk pemberdayaan petani ini di bentuk oleh Dinas pertanian, kehutanan  dan perkebunan Kabupaten Banyuwangi dalam rangka memudahkan petani mendapatkan modal tambahan dengan tanpa harus meminjam di Bank.
Kepala Desa Segobang Bapak Kholiq mengatakan bahwa pembentukan Gapoktan Rukun Tani di dasarkan pada luasnya daerah pertanian di Desa Segobang sebagai mata pencaharian utama masyarakat desa. tapi belum terorganisir dengan baik dan waktu itu belum ada pemberdayaan terhadap petani yang bersifat kolektif dalam rangka memberdayakan, mengembangkan dan memberikan penyuluhan tata cara bertani yang baik dan benar serta dapat menghasilkan gabah atau beras yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan kutipan hasil wawancara peneliti terhadap kepala Desa Segobang, yaitu :
“dulu, sebelum saya menjadi kepala Desa Segobang. Petani di sini kesulitan untuk menemukan tempat untuk menanyakan bagaimana petani didesa ini bisa berdaya dengan baik dan hasil panennya bisa di manfaatkan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan koreksi saya kepada petani, dan penduduk desa yang mayoritas mata pencahariaannya bertani atau berkebun yang mengeluhkan hasil panennya yang tidak bisa maksimal setiap musim panen. Rata-rata mereka mengeluhkan proses tanam dan panen yang meka lakukan kerang maksimal. Dari itulah saya mempunyai ide bersama masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok tani yang terorganisir dengan baik seperti desa-desa lain yang petaninya sudah berdaya. Sehingga di bentuklah Gapoktan.”
Waktu itu, petani hanya sekedar bercocok tanam sesuai pengetahuan mereka dan dari tradisi bertani turun-temurun. Akhirnya petani tidak mampu berdaya dan belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Melihat kondisi petani tersebut, kemudian ada inisiatif untuk menghimpun dan mengumpulkan petani dalam wadah organisasi guna menghimpun persoalan-persoalan pertanian baik dari pembenihan, pemupukan penanaman hingga masa panen, juga lembaga ini juga diharapkan bisa memberikan modal tambahan bagi para petani.
2. Struktur Organisasi Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN) “Rukun Tani”
      Struktur pengelola pada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) terdiri dari Pelindung, Pengawas, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil. Bendahara, Bidang-bidang meliputi: Informasi dan Teknologi Usaha Tani, Sarana dan Prasarana Produksi, Pengolahan Hasil Tani, Pemasaran Hasil Tani, Permodalan dan Keuangan Mikro.
3. Modal Gabungan
Modal gabungan adalah uang atau harta atau benda yang diperuntukan sebagai modal usaha untuk menjalankan roda organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART. Modal gabungan di dapatkan dari yaitu:
a. Modal sendiri
Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela serta bantuan/sumbangan hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.
b. Modal Pinjaman
Untuk memperbesar usaha, Gabungan Kelompok Tani dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan Gabungan Kelompok Tani berupa pinjaman dari anggota, koperasi, bank atau lembaga keuangan lainnya serta sumber yang sah.
4. Ketentuan Simpana anggota
Simpanan pokok anggota, simpanan wajib yang disetor sebagai modal dasar Gabungan Kelompok Tani tidak dapat diambil selama seseorang menjadi anggota.
5. Ketentuan Pembagian sisa Usaha
Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan segala biaya, nilai penyusutan dan kewajiban lainnya dalam tahun buku yang bersangkutan. Ketentuan pembagian Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, anggota luar biasa dan anggota di bagi sebagai berkut :
a. 25 % untuk dana cadangan
b. 15 % untuk angota/anggota luar biasa sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota luar biasa.
c. 20 % untuk anggota/anggota luar biasa menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi ketentuan yang berlaku di lapangan.
d. 20 % untuk dana pengurus
e. 10 % untuk dana kesejahteraan karyawan
f. 5 % untuk dana sosial
g. 5 % untuk dana Pendidikan
6. Pola Kebijakan Umum Gapoktan “Rukun Tani"
Pola kebijakan umum Gapoktan adalah
a. Pola Kebijakan tabungan meliputi : Jenis produk tabungan, prosedur pelayanan tabungan, promosi dan pemasaran tabungan, batas maksimum tabungan yang dilmiliki oleh seorang anggota, ketentuan tentang intensif, bonus dan hadiah tabungan, tata cara penarikan uang, biaya layanan tabungan dan sistem administrasi tabungan.
b. Pola kebijakan perkreditan meliputi : Kriteria anggota yang memperoleh layanan kredit, prosedur kredit yakni jumlah maksimum untuk setiap jenis kredit, jangka waktu untuk setiap jenis kredit, suku bunga untuk setiap jenis kredit, cara pengembalian untuk setiap jenis kredit, sistem angsuran untuk setiap jenis kredit, biaya layanan untuk setiap jenis kredit, ketentuan untuk setiap wajib tabung bagi pencairan kredit, ketentuan bagi monitoring dan pengawas kredit dan ketentuan yang berkaitan dengan penangan kredit bermasalah.
7. Jenis usaha pertanian dan non pertanian yang di kembangkan
a. Jenis usaha pertanian diantaranya :
1) Budidaya (On Farm) meliputi tanaman pangan, hortkultura, perkebunan meliputi penanaman pohon manggis di wilayah kerja gapoktan dengan nilai tanaman Rp. 60.000.000 serta peternakan.
2) Non Budidaya (Off Farm)
b. Non Pertanian
Bidang non pertanian jenis usaha yang dikelola adalah: penggilingan padi, pasaran beras hasil penggilingan dan penyediaan pupuk dan obat-obatan pertanian.
8. Jenis Usaha Kelompok : Budidaya Tanaman Padi
Alasan pemilihan jenis usaha adalah sebagaian besar mata pencaharian anggota kelompok adalah pertanian, sebagian besar anggota sudah bisa melakukan budidaya pertaniaan, resiko gagal panen kecil, dapat melibatkan anggota keluarga pemasaran hasil panen cukup mudah, sesuai rencana usaha anggota (RUA).
9. Wilayah kerja Gapoktan “Rukun Tani”
Wilayah kerja Gapoktan meliputi daerah obyektifitas pengembangan usaha pertanian dan pendistribusian modal usaha dan penghimpunan modal usaha, meliputi :dusun Banyucindih, dusun Srampon, dusun Kayangan, dusun Krajan Barat, dusun Krajan Timur dan dusun Karangsari.
10. Kelompok Tani (POKTAN)
Setelah tumbuh kurang lebih empat tahun sejak berdiri tahun 2011, Gapoktan “Rukun Tani” memiliki beberapa Kelopok Tani (Poktan) sebagai anggota tetap. Diantaranya adalah : Poktan Jambu, Poktan Kedawung, Poktan Sari Tani, Poktan Miranti, Poktan Manggis Sari, Poktan Jeruk, Poktan Padi Makmur dan Poktan Srampon. 
11. Pengelolaan usaha kelompok
a. Kelompok akan mengkoordinir anggota dalam melakukan pembelian sarana produksi pertanian dan penjualan hasil pertanian terutama padi.
b. Dalam berusaha tani padi pada satu musim mulai dari menanam sampai memanen diperlukan waktu 120 hari.
c. Rencana biaya yang diperlukan dalam usaha tani padi adalah biaya swadaya petani, selain itu petani juga memperoleh pinjaman dari gapoktan senilai Rp. 1.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman atau jatuh tempo 6 bulan atau dibayar setelah panen.
2. Penerapan Sistem Bagi Hasil di Gapoktan “Rukun Tani”
1. Penerapan Bagi Hasil
Sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam Gapoktan “Rukun Tani” adalah merupakan kerjasama antara Gapoktan “Rukun Tani” dengan kelompok tani (Poktan) sebagai anggota dimana antara dua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal dengan ketentuan modal yang dikeluarkan oleh Gapoktan “Rukun Tani” maksimal Rp. 1.000.000,-, hal ini digunakan untuk membiayai  kebutuhan  anggota  dalam  jangka  pendek (short time). Di dalam ketentuan ini, kelompok tani (Poktan) di haruskan membagi keuntungan sebanyak 2 % setiap bulan dari jumlah pinjaman yang di bayarkan setiap enam bulan sekali atau setelah masa panen. Hal ini dilakukan pada semester pertama.
Dalam pelaksanaannya kemudian kelompok tani (Poktan) diperkenankan mengajukan kembali pinjaman kepada pihak Gapoktan “Rukun Tani”. Setelah peminjaman kedua, pengembalian dilakukan enam bulan setelah peminjaman dengan ketentuan sama seperti ketentuan pada semester pertama. 
Di akhir tahun seluruh jumlah pendapatan gapoktan dari keuntungan yang di bayarkan petani dijumlah dan dibagikan sesuai ketentuan AD/ART Gapoktan. Di tambah lagi keuntungan gabah yang di jual kepada ketua gabungan kelompok tani “Rukun Tani”.
Adapun syarat-syarat yang diberikan Kelompok Tani atau anggota diantaranya adalah: menyerahkan foto copy KTP, surat bukti kepemilikan surat tanah, mengisi formulir peminjam, membentuk kelompok tani dan pengajuan dilakukan secara kolektif oleh ketua kelompok tani.
2. Simulasi Perhitungan Modal Usaha Pertanian
Untuk lebih memudahkan penjelasan diatas peneliti mencoba untuk memberikan simulasi perhitungan modal usaha Skala Usaha 1 Ha.
Produksi :
1. Benih Sarana 40 kg @ Rp. 8.000,-		= Rp.   320.000,-
2. Pupuk :
Urea 200 kg @ Rp. 1.800.-			= Rp.   360.000,-
NPK 200 kg @ Rp. 2.300,-			= Rp.   460.000,-
Organik 500 kg @ 				= -
Pestisida						= Rp.    500.000,-
Tenaga Kerja :
3. Pengolahan Tanah 1 Traktor			= Rp.    450.000,-
4. Penanaman	20 HOK @ Rp. 30.000,-	= Rp.    600.000,-
5. Pemupukan 	2  HOK  @  Rp. 30.000,-	= Rp.	   60.000,-
6. Penyiangan 	40 HOK @ Rp. 30.000,-	= Rp. 1.200.000,-
7. Panen		12 HOK @ Rp. 30,000,-	= Rp.    360.000,-
8. Pasca Panen	12 HOK @ Rp. 30.000,-	= Rp.    360.000,- +
Jumlah Modal					=Rp.4.670.000,-
Sumber Modal
9. Modal Sendiri					= Rp. 4.670.000,-
10. Pinjaman Gapoktan (0,5 Ha)			= Rp. 1.000.000,- +
Jumlah Modal					=Rp. 5.670.000,-
Perkiraan Penerimaan Kotor
= Dalam 4 bulan padi dapat di panen dengan hasil 5.000 Kg
= Harga Jual Gabah (KS) Rp. 3,700,-/kg
= Harga penjualan padi per musim 1 Ha   = Rp. 5.000 kg X Rp. 3.700
						    = Rp. 18.500.000,-
Perkiraan Penerimaan Bersih
· Penerimaan kotor hasil panen	= Rp. 18.500.000,-
· Pengeluaran biaya usaha tani padi	= Rp.   5.670.000,-
· Keuntungan per musim dengan luas lahan 1 Ha=Rp. 12.830.000,-
3. Simulasi Perhitungan Pengembalian Modal Usaha
Perhitungan pengembabilan modal usaha  adalah penghasilan bersih petani dalam usaha tanam padi selama 4 bulan dengan luas lahan 1 Ha setelah melunai pinjaman ke Gapoktan. 
Rumus : Hasil Kotor-Modal Petani-Pinjaman Gapoktan
· Pengembalian pinjaman ke-Gapoktan (Pokok + (bagi Untung 2 % x 6 Bulan)) jadi, 1.000.000 + 120.000 = Rp. 1.120.000,-
· Penghasilan petani setelah mengembalikan pinjaman ke-Gapoktan = 18.500.000 - 4.670.000 - 1.120.000 = Rp. 12.710.000,-
4. Simulasi perhitungan bagi hasil Sisa Hasil Usaha (SHU)
Di bawah ini peneliti akan menjelaskan simulasi perhitungan Bagi Hasi Sisa Hasil Usaha (SHU) Yang Di dapatkan oleh masing-masing kelompok atau perseorangan anggota.
a. Penghitungan Bagi hasil Kolektif
Pada tahun 2014 semester pertama jumlah kelompok anggota gapoktan berjumlah 8 kelompok , dengan jumlah angota kelompok keseluruhan sebanyak 126 orang. Jumlah modal yang di salurkan oleh gapoktan sebanyak Rp. 125.000.000,- jadi perhitungannya :
Rumus = Modal Gapoktan + Bagi Untung 2 % x 6 Bulan
125.000.000 + 15.000.000 = 140.000.000
	Penghitungan pada semester pertama di jumlah dengan perhitungan pada semester kedua, menjadi :
125.000.000 + 15.000.000 x 2 = 280.000.000
Jadi bagi hasil yang di dapatkan oleh petani pada tahun tutup buku 2014 adalah: 
Rumus = Bagi untung 2 % x 2 Semeser x 25 % : 126 Angota
15.000.000 x 2 x 25 % : 126 = Rp. 56.524 
Jadi per anggota pada tahun 2014 mendapat Rp. 56.527,-
b. Perhitungan Bagi Hasil Jual Gabah
Berdasrkan data kepemilikan tanah anggota Gapoktan yang berjumlah 126 orang seluas 74 Ha, dengan rincian 56 anggota memiliki tanah seluas ¼ Ha, 20 Anggota memiliki tanah seluas ½ Ha dan 50 Orang memiliki tanah 1 Ha . Sedang penggilingan di kelolah oleh Gapoktan sendiri. Maka hasil penggiling gabah yang di dapatkan adalah:
Setiap 1 Ha gabah yang di hasilkan Rata-rata 5000 kg. Setelah di giling gabah tersebut menjadi beras sebanyak 3000 kg. Sedang harga beras giling sebesar  Rp. 7.500,-. Jadi perhitungan hasil gabah giling sebesar
3000 Kg Beras x 7.500 = Rp. 22.500.000,-
Setelah di kurangi harga beli gabah dan penggilingan serta beban packing. maka menjadi :
= hasil Penggilangan – Hasil Kotor - (biaya penggilangan = 5000 kg Gabah x Rp. 200) – beban Packing
= 22.500.000 – 18.500.000 – 1.000.000 – 500.000
= 2.500.000
Hasil penggilingan gabah menghasilkan pendapatan sebesar 2.500.000/Ha. Jadi, jika 74 Ha tanah yang di kelola Gapoktan “Rukun Tani” maka pendapatan hasil giling menjadi Rp. 185.000.000,-. Sedangkan hak petani sebanyak 25% atau sebesar Rp. 46.250.000,-. Jadi bagi hasil berdasarkan ketentuan kepemilikan tanah yaitu:
Kepemilikan 1 Ha = Rp 46.250.000 : 74 x 1 Ha		= Rp. 625.000
Kepemilikan ½ Ha = Rp. 46.250.000 : 74 x 0,5 Ha	= Rp. 312.500
Kepemilikan ¼ Ha = Rp 46.250.000: 74 x 0,25 Ha	= Rp. 156.250
5. Simulasi perhitungan Laba Bersih anggota
Hasil akhir pendapatantan petani dengan melakukan kerjasama dengan pihak Gapoktan selama satu periode atau dua semester adalah :
Rumus	: perhitungan berdasarkan Kepemilikan Tanah x 2 Semester + Bagi Hasil dari Pinjaman – beban bagi untung 2 %
	: 156.250 x 2 + 56.524 – 120.000 = Rp 249.024
Jadi anggota yang memiliki tanah seluas 1 Ha pertahun mendapatkan bagi hasil dari Gapoktan “Rukun Tani” sebesar Rp 249.024,-

D. Simpulan
	Bentuk pengelolaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dilakukan dengan memandang prinsip Bagi Hasil dengan ketentuan bagi hasil terhadap Sisa hasil Usaha (SHU) yaitu 25 % untuk dana cadangan, 15 % untuk anggota/anggota luar biasa sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota luar biasa, 20 % untuk anggota/anggota luar biasa menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi ketentuan yang berlaku di lapangan, 20 % untuk dana pengurus, 10 % untuk dana kesejah teraan karyawan, 5 % untuk dana sosial, 5 % untuk dana Pendidikan.
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